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ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnis dalam
pelaksanaan revisi anggaran di tahun 2020, perlu mengubah Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), UU 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 N0.198, TLN No.6410), UU 2 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No.134, TLN N0.6516), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN
No.5178), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah
diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP 17 Tahun
2017 (LN Tahun 2017 No.105, TLN No.6056), Perpres Rl 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155),
Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN
Tahun 2018 No0.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Permenkeu Rl 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu Rl
39/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No.383).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal kegiatan yang didanai dengan pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (BA
BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A akan dilakukan perubahan, usul revisi DIPA
Kementerian/Lembaga disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Penetapan usulan
revisi Kementerian/Lembaga oleh Direktur Jenderal Anggaran dilaporkan kepada
Menteri Keuangan. Dalam hal Revisi Anggaran BA BUN terkait dengan perubahan
anggaran dan/atau perubahan rincian anggaran BA BUN dan/atau penggunaan
anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN, Direktorat Jenderal
Anggaran melakukan penelaahan atas usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf ¢ bersama-sama dengan PPA BUN melalui telepon, media percakapan
online, video conference, dan/atau alat komunikasi lainnya. Dalam hal usulan Revisi
Anggaran yang disampaikan tidak dapat ditetapkan, Direktur Anggaran Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN-Direktorat Jenderal Anggaran
mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan diundangkan pada
tanggal 1 September 2020.



